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ANALISIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. SUHATMAN, MARS KOTA DUMAI

NAMA: CALVIN WILLYANDA
NIM: 2110090811034

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman Mars Kota Dumai merupakan institusi pelayanan kesehatan daerah yang memiliki peran penting dalam menyediakan layanan medis paripurna kepada masyarakat. Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD ini tidak hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar, tetapi juga pelayanan gawat darurat, keperawatan, dan penunjang kesehatan yang menuntut standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satu unit krusial di RSUD adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD), yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien kritis dan berperan besar dalam menentukan kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.
Realitasnya, dari observasi yang dilakukan penulis, masih ditemukan beberapa gejala yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan di IGD. Gejala tersebut antara lain: (1) masih kurangnya kecepatan dalam pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat, dan (2) masih kurangnya fasilitas ruangan serta alat medis pada Instalasi Gawat Darurat. 
Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan standar pelayanan publik pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman Mars Kota Dumai. Adapun tujuan penelitian: (1) Untuk Mengetahui Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, dan (2) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut Mahmudi (2010), mengatakan ada enam indikator untuk mengukur standar pelayanan publik, yaitu: Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, dan  Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan.
Populasi dan Sampel penelitian terdiri  seluruh pegawai dan tenaga medis pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Suhatman, MARS dan masyarakat yang dilayani. Dalam penelitian ini Penetapan sampel untuk pegawai dan tenaga medis pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Suhatman, MARS menggunakan teknik sampling jenuh dan untuk maskayarakat menggunakan teknik insidental sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan angket serta analisis data dengan teknik rating scale.
Berdasarkan penelitian, menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan standar pelayanan publik pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Suhatman Mars Kota Dumai secara umum berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini terbukti dari rata-rata tanggapan 159 responden, dengan skor keseluruhan 6.641 atau 77,34%, yang menempatkan hasil penelitian dalam kategori Cukup Baik.”  Faktor pendukung pelaksanaan standar pelayanan publik pada IGD RSUD Dr. Suhatman Mars Kota Dumai adalah adanya prosedur pelayanan yang jelas, kejelasan biaya serta bukti pembayaran yang transparan, dan adanya tindakan medis sesuai standar keamanan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan waktu penyelesaian akibat jumlah petugas yang belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana terutama ketersediaan tempat tidur, serta kompetensi sebagian petugas yang masih kurang dalam merespons keluhan pasien secara cepat dan tepat.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan publik di bidang kesehatan.
Salah satu hak mendasar masyarakat ialah mendapatkan pelayanan kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Undang Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, memberikan definisi bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pada bagian akhir Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.
Pasal 29 huruf b Undang Undang No 44 Tahun 2009, menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, anti deskriminatif dan efektif, dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
Dalam menjalankan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota dumai mempunyai VISI yaitu: “Menjadi Rumah Sakit Terunggul di Pantai Timur Sumatera”
Untuk mendukung Visi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai tidak terlepas adanya Misi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai yaitu:
a. Menerapkan sendi-sendi pelayanan prima.

b. Meningkatkan dan mewujudkan profesionalitas sumber daya manusia yang berkualitas
c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan.
d. Memantapkan fungsi manajerial yang akutabel dan transparan berbasis teknologi informasi
Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 2 & 3 tentang uraian tugas dan fungsi tata kerja RSUD Kota Dumai: Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 2: “RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, RSUD Kota Dumai mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan pelayanan medis
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis.
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan.

4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan.

5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

7. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan keuangan.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai dinyatakan lolos menjadi Rumah Sakit rujukan regional Wilayah pesisir dengan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dimiliki pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai seperti pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan.
Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, salah satunya melalui penyediaan layanan rumah sakit yang berkualitas. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai sebagai institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan medis yang bermutu, terutama bagi pasien dengan kemampuan ekonomi terbatas. Namun, kualitas pelayanan rumah sakit sering kali menjadi sorotan, terutama terkait dengan ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Salah satu unit yang paling krusial adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD), yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien kritis yang membutuhkan pertolongan segera.
Standar Pelayanan Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan tolok ukur dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit bertujuan untuk menjamin hak masyarakat menerima pelayanan dasar dengan mutu tertentu, serta meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
Standar pelayanan rumah sakit di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan tentang Standar Kegawatdaruratan. Standar-standar ini mencakup aspek sumber daya manusia, fasilitas, prosedur klinis, dan manajemen pelayanan, termasuk di dalamnya pelayanan IGD yang harus memenuhi kriteria ketepatan waktu, ketersediaan alat medis, dan kompetensi tenaga kesehatan. Namun, berdasarkan pengamatan awal dan laporan masyarakat, masih terdapat keluhan terkait lamanya waktu tunggu, kurangnya ketersediaan alat medis, serta ketidakoptimalan pelayanan di IGD RSUD Kota Dumai. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan praktik di lapangan.
Pelayanan IGD yang ideal harus mampu memberikan respon cepat dalam menangani kasus gawat darurat seperti trauma, serangan jantung, stroke, atau kegawatan medis lainnya. Beberapa indikator penting dalam standar pelayanan IGD meliputi:
1. Waktu respon (triage ≤ 5 menit untuk kasus kritis)
2. Ketersediaan dokter jaga 24 jam dengan kompetensi kegawatdaruratan 
3. Kelengkapan alat medis (defibrillator, ventilator, alat monitoring)
4. Prosedur rujukan yang jelas dan cepat
Namun, berdasarkan survei pendahuluan di RSUD Kota Dumai, terdapat beberapa kendala dalam penerapan standar tersebut, seperti keterbatasan tenaga medis, fasilitas yang belum memadai, dan manajemen pelayanan yang belum optimal. Jika masalah ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya angka kematian pasien gawat darurat serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
Instalasi Gawat Darurat adalah salah satu bagian di dalam sebuah rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Pelayanan Gawat Darurat dilakukan selama 24 jam di bawah tenaga kesehatan yang berkompeten dalam menangani kasus dan kondisi kegawat daruratan. Instalasi ini ditunjang oleh pelayanan dokter spesialis yang siap dihubungi, ambulance, laboratorium, radiologi dan pelayanan kebidanan. Fasilitas yang dapat dilayani di instalasi Gawat Darurat antara lain: Staf medis dan perawat 24 jam, Dokter spesialis yang siap dihubungi, Radiologi 24 jam, Laboratorium 24 jam, Ambulance 24 jam. Instalasi Gawat darurat adalah salah satu unit terdepan dalam memberikan pelayanan pasien dirumah sakit. Pelayanan gawat darurat dilakukan selama 24 jam di bawah tenaga kesehatan yang kompeten dalam menangani kasus dan kondisi kegawatdaruratan. Instalasi ini ditunjang oleh pelayanan dokter spesialis yang siap dihubungi, ambulance, laboratorium, radiologi dan pelayanan kebidanan.
[bookmark: _Toc207410434]Tabel I. 1 
Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kota Dumai

	NO
	Fasilitas yang dapat dilayani di instalasi Gawat Darurat

	1
	Staf medis dan perawat 24 jam

	2
	Dokter spesialis yang siap dihubungi

	3
	Radiologi 24 jam

	4
	Laboratorium 24 jam

	5
	Ambulance 24 jam


Sumber: RSUD Kota Dumai 2025
Adapun data jumlah kunjungan pelayanan Intalasi Gawat Darurat 3 tahun terakhir di Rumah Sakit Umum.


[bookmark: _Toc207410435]Tabel I. 2 
Jumlah Kunjungan Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai tahun 2021-2023
	
No
	Tahun
	IGD

	
1
	2021
	19.401

	
2
	2022
	29.895

	
3
	2023
	34.128


Sumber: RSUD Kota Dumai 2025
Berdasarkan tabel I.2 diketahui bahwa jumlah kunjungan pasien pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai terus mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir. Kenaikan kunjungan pasien tertinggi terlihat pada tahun 2023 sebanyak 34.128 pasien. Kenaikan jumlah pasien setiap tahunnya di instalasi gawat darurat menunjukkan belum sesuainya harapan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, hal ini harus ditanggapi bijak oleh pemerintah maupun manajemen RSUD Kota Dumai.  
Sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, RSUD Kota Dumai telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berfungsi sebagai pedoman bagi tenaga medis dan non-medis dalam melaksanakan tugasnya. Standar ini mencakup berbagai indikator penting yang harus dipenuhi untuk menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam SPM adalah standar pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), yang berfokus pada kecepatan, ketepatan, dan kualitas perawatan bagi pasien dengan kondisi darurat, Dalam SPM IGD, terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi, antara lain: waktu tunggu pasien yang wajar, jumlah tenaga medis yang memadai, serta ketersediaan fasilitas dan peralatan medis yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, SPM IGD juga menekankan pada adanya protokol penanganan yang jelas dan terstruktur, serta adanya koordinasi yang baik antar tenaga medis dan non-medis untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Standar ini juga mengatur tentang prosedur triase, yang memungkinkan prioritas diberikan kepada pasien dengan kondisi yang paling kritis.
Dengan adanya SPM IGD ini, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat mencapai standar yang telah ditetapkan, meskipun tantangan yang ada, seperti keterbatasan tenaga medis dan fasilitas, perlu segera diatasi untuk memastikan kualitas pelayanan yang maksimal, Berikut adalah tabel Standar Pelayanan Minimal RSUD Kota Dumai yang menjadi landasan dalam evaluasi kualitas layanan di instalasi gawat darurat yang dapat dilihat dari bagian tabeI 1.3 berikut
[bookmark: _Toc207410436]Tabel I. 3 
Standar Pelayanan Minimal Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai Berdasarkan Kepmenkes RI No.129/Menkes/SK/IV/2008
	NO.
	JENIS
PELAYANAN
	INDIKATOR
	STANDAR

	1.
	Gawat Darurat
	 1. Kemampuan
menangani life saving anak dan dewasa
	1. 100 %

	
	
	2. Jam buka Pelayanan Gawat
Darurat
	2. 24 Jam

	
	
	3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih
berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS
	
3. 100 %

	
	
	4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana
	4.  4. satu tim

	
	
	5.Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat
	 5. ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang

	
	
	6. Kepuasan Pelanggan
	6. 6.> 70 %

	
	
	7. Kematian pasien< 24 Jam
	7. < dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap)

	
	
	8. Khusus untuk RS Jiwa pasien dapat ditenangkan dalam
waktu ≤ 48 Jam
	8. 100 %

	
	
	9. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka
	9. 100 %


Sumber: RSUD Kota Dumai 2025
Pelayanan gawat darurat (IGD) merupakan komponen kritis dalam sistem kesehatan yang memerlukan standar operasional yang ketat untuk menjamin keselamatan pasien. Berdasarkan indikator yang ditetapkan, IGD harus mampu menangani life saving baik pada pasien anak maupun dewasa dengan tingkat keberhasilan 100%. Selain itu, pelayanan harus tersedia 24 jam dengan tenaga medis yang bersertifikasi Basic Life Support (BLS), Penanganan Pertama Gawat Darurat (PPGD), General Emergency Life Support (GELS), atau Advanced Life Support (ALS). Keberadaan tim penanggulangan bencana juga menjadi keharusan, dengan minimal satu tim yang siap siaga. Waktu tanggap dokter di IGD harus ≤5 menit setelah kedatangan pasien untuk memastikan penanganan cepat. Aspek kepuasan pelanggan harus mencapai >70%, sementara angka kematian pasien <24 jam di IGD harus di bawah 2 per 1.000 kasus yang dirujuk ke rawat inap. Khusus rumah sakit jiwa, pasien harus dapat ditenangkan dalam waktu ≤48 jam. Selain itu, tidak boleh ada pasien yang diwajibkan membayar uang muka sebelum mendapatkan pertolongan. Standar-standar ini mencerminkan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan gawat darurat yang cepat, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Untuk melihat alur pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kota Dumai dapat di lihat dari Bagan I.1 berikut










[bookmark: _Toc207411785]Bagan I. 1 
Alur Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Kota
Dumai
Pasien
Anamnesa
Triase
Diagnosis
Tindakan
Konsultasi Spesialis
Pemeriksaan Penunjang



Loket Pendaftaran





Rawat Jalan
Rujuk



Rawat Inap




Sumber : Instalasi Gawat Darurat Rsud Kota Dumai 2025 Admisi / Adm
Meninggal

Berdasarkan bagan I.1 di atas dapat dijelaskan bahwa alur pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, pasien datang kemudian perawat akan melakukan triase (proses memilah pasien untuk menentukan urutan penanganan) setelah itu, perawat akan mengarahkan keluarga pasien ke loket pendaftaran sambil melakukan anmnesa (proses wawancara yang dilakukan tenaga kesehatan kepada pasien/keluarganya untuk memperoleh informasi medis) kepada pasien.
Selanjutnya dari hasil anamnesa dokter akan mendiagnosis (proses kondisi medis yang dialami pasien) untuk tahap selanjutnya apakah perlu pemeriksaan tindakan, setelah itu dokter mendapatkan hasil akhir apakah pasien lanjut untuk rawat jalan, rawat inap ataupun rujuk, ataupun untuk kondisi pasien exit/meninggal dokter dapat menyatakan ditahap ini. Selanjutnya akan diarahkan ke tahap admisi (proses pendaftaran pasien, persiapan biaya, pembayaran, dan pengelolaan dokumen terkait di Instalasi Gawat Darurat).
Berikut tabel mengenai Syarat Administrasi & Prosedur Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
[bookmark: _Toc207410437]Tabel I. 4 
Syarat Administrasi & Prosedur Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai
	Deskripsi
	Uraian

	A. Persyaratan Administrasi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai
	1. Fotocopy kartu BPJS/ KIS
2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP)
3. Fotocopy Kartu keluarga (KK)
4. Surat Rujukan (Bila Ada)

	B. Standar Prosedur Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai
	1. Pasien Datang
2. Pendaftaran oleh keluarga/ pengantar
3. Dilakukan triase (pemilahan pasien) dan pemeriksaan fisik
4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) dan konsultasi ke dokter spesialis
5. Dilakukan tindakan medis sesuai keluhan
6. Pengambilan obat
7. Penyelesaian administrasi
8. Pasien rawat jalan/ rawat inap/ rujuk


Sumber: RSUD Kota Dumai 2025

Harapan masyarakat selaku konsumen tentang pelayanan pada rumah sakit belum sepenuhnya terpenuhi, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan ada beberapa permasalahan terutama menyangkut dalam proses pelayanan kesehatan Instalasi Gawat Daruat yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Kota Dumai kepada pasiennya.
Berdasarkan wawancara dan observasi yang sudah penulis lakukan dengan beberapa narasumber selaku masyarakat pengguna layanan Instalasi Gawat Darurat di RSUD Kota Dumai, terdapat beberapa permasalahan yaitu Kurangnya tanggap dalam memberikan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kota Dumai menjadi salah satu persoalan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel I.4, standar pelayanan menyebutkan bahwa waktu respons tenaga medis seharusnya tidak lebih dari 5 menit. Namun, pada kenyataannya, terdapat kasus-kasus di mana waktu respons melebihi batas tersebut.
Dari wawancara yang penulis lakukan pada 15 desember 2024 pukul 19.00 WIB yaitu dengan salah seorang keluarga pasien, Bapak Ahmad menyampaikan keluhannya “Saat anak saya dibawa ke IGD karena nyeri ulu hati, kami menunggu lebih dari 5 menit sebelum dokter datang. Padahal kondisinya sangat kesakitan. Waktu itu, saya melihat tenaga medis tampak sibuk dengan pasien lain, tetapi tidak ada yang memberi kami arahan  jelas.  Kami  hanya  disuruh  menunggu.  Hal ini sangat mengecewakan karena IGD seharusnya memberikan layanan cepat untuk pasien gawat darurat “
Faktor utama yang berkontribusi pada lambatnya respons ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di IGD. Jumlah tenaga medis yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan layanan serta kondisi sarana dan prasarana yang dirasakan Masyarakat masih kurang . Hal ini semakin diperburuk dengan alur administratif yang membutuhkan waktu lebih lama, terutama saat kondisi IGD sedang padat, Berikut jumlah tenaga medis & non medis Rumah sakit Umum Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 1.5:
[bookmark: _Toc207410438]Tabel I. 5 
Jumlah Tenaga Medis & Non Medis Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai
	No
	Jabatan
	Jumlah

	1
	Kepala Ruangan IGD
	1

	2
	Dokter umum IGD
	8

	3
	Perawat IGD
	39

	4
	Kasir IGD
	12

	5
	Admisi IGD
	9

	6
	Rekam Medis IGD
	10

	7
	Jumlah
	79


Sumber: RSUD Kota Dumai 2025
Dari tabel 1.5 diatas dapat diketahui Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai terdiri dari berbagai tenaga medis dan non-medis yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien dengan kondisi darurat.
Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan sistem yang terorganisir dengan baik untuk memberikan respon cepat dan penanganan medis yang optimal. Dalam setiap shift pelayanan, terdapat komposisi tenaga medis yang siap memberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien, ada setiap shift, 2 orang dokter bertanggung jawab untuk memastikan diagnosis, perawat juga memainkan peran krusial dalam memberikan pelayanan yang komprehensif. Pada shift sore, 8 orang perawat hadir untuk memberikan perawatan langsung, memantau kondisi pasien, dan mendukung penanganan yang dilakukan oleh tim medis. Pada shift malam, 8 orang perawat tetap bertugas untuk menjaga kualitas pelayanan, memastikan pasien tetap mendapatkan perhatian penuh, Sementara itu, pada shift pagi, jumlah perawat yang hadir meningkat dengan komposisi yang bervariasi antara 13 hingga 15 orang.
Namun pelayanan yang diberikan di IGD tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ketidak seimbangan antara jumlah tenaga yang tersedia dan banyaknya pasien yang dilayani dapat berdampak pada kualitas perawatan yang diterima, meningkatkan stres bagi tenaga medis, dan memperburuk pengalaman pasien. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah tenaga yang ada di IGD serta mengoptimalkan alur kerja untuk menjamin pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Dampak dari kurang tanggapnya pelayanan di IGD tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga oleh keluarga pasien. Banyak keluarga merasa cemas dan khawatir saat melihat pasien mereka tidak segera ditangani. Hal ini menimbulkan kesan bahwa IGD tidak mampu memberikan pelayanan darurat secara cepat dan efisien. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memengaruhi reputasi rumah sakit.
[bookmark: _Toc207410439]Tabel I. 6 
Standar Ruangan IGD Permenkes No 40 Tahun 2022
pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai
	
No
	Standar Ruangan IGD
Permenkes No 40 Tahun 2022
	Ruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

	1
	Ruangan Triase
	Ada

	2
	Ruangan Pos Perawat (Nurse
Station)
	Ada

	3
	Ruangan Penyimpangan Brankar
	Tidak Ada

	4
	Ruang Administrasi
	Ada

	5
	Ruang Tunggu
	Tidak Ada

	6
	Ruang Dekontaminasi
	Tidak Ada

	8
	Ruangan Alat Medis IGD
	Tidak Ada

	9
	Ruangan Resusitasi
	Ada

	10
	Ruang Tindakan Umum
	Ada

	11
	Ruangan Tindakan Kebidanan
	Ada

	12
	Ruangan Tindakan Bedah
	Tidak Ada

	13
	Ruangan Tindakan Non Bedah
	Tidak Ada

	14
	Ruangan Tindakan Anak
	Tidak Ada

	15
	Ruangan Operasi Cito
	Tidak Ada

	16
	Ruangan Observasi
	Tidak Ada

	17
	Ruangan khusus/isolasi
	Ada

	18
	Ruangan Farmasi
	Ada

	19
	Ruangan Petugas dan Ruangan Kepala
	Ada

	20
	Spoolhoek
	Tidak Ada

	21
	Wc
	Ada

	22
	Ruangan Jenazah
	Tidak Ada


Sumber : RSUD Kota Dumai 2025
Berdasarkan tabel 1.6 terlihat prasarana kesehatan pada Instalasi Gawat Darurat rumah sakit umum Daerah (RSUD) Kota Dumai masih banyak yang belum sesuai dengan standar prasarana berdasarkan Permenkes 40 Tahun 2022 dan perlu ditambah, seperti Ruangan tunggu, Ruangan Dekontaminasi, Ruangan jenazah dan Ruangan Tindakan. Salah satu masalah utama yang sering ditemukan adalah kekurangan ruangan di IGD. Ruangan yang terbatas membuat alur pasien menjadi kurang efisien, sehingga waktu tunggu menjadi lama dan penanganan medis tidak optimal. Ruang yang tidak memadai juga mengurangi kemampuan rumah sakit untuk menampung jumlah pasien darurat yang terus meningkat, terutama pada jam-jam sibuk atau selama masa bencana, kurangnya ruangan untuk melakukan Tindakan hal ini dapat menghambat proses pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai.
Selanjutnya Untuk Mendukung pelayanan yang ada pada Instalasi Gawat Darurat, Rumah Sakit harus menyediakan sarana sebagai pendukung dalam pelayanan yang akan diberikan pada Masyarakat berikut adalah sarana yg tersedia pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai pada Tabel 1.7
Tabel I. 7 
Sarana pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota DumaiSumber : RSUD Kota Dumai 2025


	Nomor
	Nama Barang
	Jumlah Barang
	Kondisi Barang

	
	
	
	Baik
	Rusak

	1
	Brangkar
	12
	6
	6

	2
	Tempat Tidur Pasien
	10
	5
	5

	3
	Hepafilter
	4
	2
	2

	4
	Tiang Infus
	23
	23
	-

	5
	Bet Side Cabinet
	6
	6
	-

	6
	Meja Nurs Stesion HPL
	1 SET
	1 SET
	-

	7
	Kursi Roda
	8
	1
	7

	8
	TV
	2
	1
	1

	9
	Stetoskop Dewasa
	2
	2
	-

	10
	Timbangan Dewasa
	1
	1
	-

	11
	Suction Pump
	4
	1
	3

	12
	Trolly Emergency
	6
	6
	-

	13
	Trolly Obat
	2
	2
	-

	14
	Brancard (Patient Sticher)
	2
	2
	-

	15
	Tensimeter Digital
	1
	1
	-

	16
	Nebulizer
	4
	2
	2

	17
	Defibrillator
	2
	1
	1

	18
	Tensi Meter Berdiri
	5
	5
	-

	19
	Meja 1 Biro
	1
	1
	-

	20
	AC 2 PK
	3
	3
	-

	21
	Pulse Oxymeri
	1
	-
	1

	22
	Monitor
	2
	-
	2

	23
	Infus Pump
	4
	2
	2

	24
	Meja Kayu
	1
	1
	-

	25
	Vaculuminator
	1
	-
	1

	26
	Pulse Oxymeri
	1
	1
	-

	27
	Locker Perawat
	1
	1
	-

	28
	Lemari HPL
	1
	1
	-

	29
	Syering Pump
	7
	2
	5

	30
	Lemari Besi
	2
	2
	-

	31
	Bed Side Monitor
	1
	1
	

	32
	Lampu Sorot
	3
	-
	3

	33
	Trolly Instrumen
	7
	7
	-

	34
	Lemari Linen
	1
	1
	-

	35
	Lemari B3
	1
	1
	-

	36
	Kipas Angin Blower
	1
	1
	-

	37
	Foot Step
	1
	1
	-

	38
	Bed Cabinet
	1
	1
	-

	39
	EKG
	2
	2
	-


Sumber : RSUD Kota Dumai 2025
Berdasarkan tabel 1.7 diatas, dapat dilihat sarana dan prasarana yang rusak di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan masalah serius yang dapat menghambat kelancaran pelayanan medis, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan efektif. Beberapa alat penting, seperti suction pump, tempat tidur, brankar, dan infus pump, yang merupakan bagian integral dari IGD, sering kali mengalami kerusakan atau keausan yang cukup signifikan, yang berdampak langsung pada kualitas perawatan pasien.
Kurangnya ruangan dan fasilitas pada Instalasi Gawat Darurat menghambat pelayanan yang optimal kepada pasien yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karena itu, penting bagi pihak rumah sakit dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas IGD, dengan menyediakan fasilitas yang lebih memadai, memperbanyak tenaga medis terlatih, serta merancang sistem yang efisien agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan terbaik.
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan ada beberapa permasalahan terutama menyangkut dalam proses pelayanan kesehatan gawat darurat yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Kota Dumai kepada pasiennya.
Rumah Sakit Umum Daerah Kota (RSUD) Kota Dumai sebagai rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga memberikan hasil yang mampu memicu perubahan paradigma menjadi rumah sakit yang memenuhi harapan masyarakat, baik pelayanan gawat darurat, rawat inap maupun rawat jalan. Dengan peningkatan kualitas pelayanan yang juga memiliki makna memenuhi standar waktu, tempat, biaya, kualitas dan prosedur yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap tugas dalam pemberian pelayanan serta dapat memuaskan pelanggan dengan biaya terjangkau, dan cepat sehingga masyarakat sebagai penerima layanan merasa puas.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai saat ini dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien dan pengunjung, Dari berbagai ulasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, dengan mengambil judul penelitian “ANALISIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. SUHATMAN, MARS KOTA DUMAI”.
B. Rumusan Masalah
a. Masih kurangnya kecepatan dalam pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat.
b. Masih kurangnya fasilitas ruangan dan alat medis pada Instalasi Gawat Darurat dapat dilihat pada Tabel 1.6 & 1.7
Berdasarkan dari gejala permasalahan dan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai”.
C. Tujuan Penelitian
a. Untuk Mengetahui Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
b. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai
c. Sebagai referensi dan informasi bagi pihak lain yang ingin meneliti masalah yang sama dengan penelitian ini.
D. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain :
a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi/ pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Standar Pelayanan Publik Gawat Darurat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
b. Sebagai bahan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai Standar Pelayanan Publik Gawat Darurat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
c. [bookmark: _GoBack]Sebagai bahan penelitian selanjutnya dalam kajian penelitian terhadap permasalahan yang sama.



BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Pelayanan Publik
Pelayanan adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan (Hardiyansyah, 2018).
Pelayanan menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan pelanggan, tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara eksak urusan sepuasnya, sangat sensitif dan sukar diprediksikan kedepannya serta sangat tergantung juga pada nilai yang diangggap pantas oleh pelanggan terhadap apa yang diterima dan dibayarkan (Ibrahim, 2008).
Pelayanan Publik atau pelayaan umum dapat didefiniskan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan (Ratminto & Winarsih, 2007).
Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Moenir, 2006).
Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah Manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Pasolong & Harbani, 2010).
Menurut Fitzdimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela berpendapat 5 (lima) indikator pelayanan publik yaitu Reliability yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar, Tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang menandai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, Responsiveness yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat, Assurance yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, Empathy yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen (Sinambela et al., 2010).
2. Azas-azas Pelayanan Publik
Pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam Asas-asas pelayanan publik menurut Komarudin sebagai berikut:
1. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.
3. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Menurut (Surjadi, 2012), Sepuluh Prinsip pelayanan umum Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut;
1. Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami, dan mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;
2. Kejelasan
a. Persyaratan teknis dan adminsitratif pelayanan publik;
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapatdiselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika (teletematika).
8. Kemudahan Akses; Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya.
Menurut (Sulistio & Budi, 2009) pelayanan publik yang diberikan oleh Birokrasi hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut ini :
1. Rasional, efektif dan efisien yang dilakukan melalui manajemen terbuka.
2. Ilmiah, berdasarkan kajian dan penelitian serta dukungan oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya.
3. Inovatif, pembaruan	yang	dilakukan	terus-menerus	untuk menghadapi lingkungan yang dinamis, berubah dan berkembang.
4. Produktif, berorientasi kepada hasil kerja yang optimal.
5. Profesionalisme, pengguna tenaga kerja professional, terampil dalam istilah “The Right man in the Right place”
6. Penggunaan teknologi modern yang tepat guna.
4. Standar Pelayanan Publik
Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.
Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat dan/atau stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan, membangun kepedulian dan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan.
Standar Pelayanan Publik Menurut (Mahmudi, 2010) standar pelayanan publik tersebut adalah :
1. Prosedur pelayanan; adalah ketepatan yang dibakukan oleh instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah kota dumai dan harus dilaksanakan dalam proses pelayanan
2. Waktu penyelesaian; yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan; termasuk rincian tarif yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan; hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan; harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan.
5. Kualitas
Kualitas sebenarnya tidak dapat di ukur karena merupakan hal yang maya (imaginer) jadi bukan suatu besaran yang terukur. Oleh sebab itu, perlu di buat indikator yang merupakan besaran yang terukur demi untuk menentukan kualitas baik produk maupun jasa (Pasolong & Harbani, 2010). Berbagai upaya dilakukan untuk membuat indicator yang terukur dan cocok bagi masalah penentuan kualitas sedemikian rupa sehingga pembuat produk atau pelayanan jasadan pengontrolan kualitasnya terjamin keterlaksanaannya.
Sedangkan kualitas menurut (Pasolong & Harbani, 2010) , adalah
1. Kesesuaian Dengan Persyaratan Atau Tuntutan
2. Kecocokan Pemakaian
3. Perbaikan Atau Penyempurnaan Keberlanjutan
4. Bebas Dari Kerusakan
5. Pemenuhan Kebutuhan Pelanggan Semenjak Awal Dan Setiap Saat
6. Melakukan Segala Sesuatu Secara Benar Semenjak Awal
7. Sesuatu Yang Bisa Membahagiakan Pelanggan.
Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuanya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat (Arief, 2007). Melalui pengertian ini terlihat bahwa suatu barang atau jasa akan dinilai bermutu apabila dapat memenuhi ekspektasi konsumen akan nilai produk tersebut. Artinya, mutu merupakan salah satu faktor yang menentukan penilaian kepuasan konsumen.
Menurut (Wibowo, 2007), mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan.
Meunurut Russell dan Taylor dalam (Wibowo, 2007), dikatakan pula sebagai totalitas tampilan dan karakteristik produk atau jasa yang berusaha keras dengan segenap kemampuannya memuaskan kebutuhan tertentu.
6. Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut (Ibrahim, 2008).
Ciri-ciri atau atribut-atribut tersebut menurut (Hardiyansyah, 2018) antara lain adalah:
1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.
Kualitas Pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan (Tjiptono et al., 2016).
Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspetasi pelanggan (Tjiptono et al., 2016).
Kualitas pelayanan adalah merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungaan yang memenuhi atau melebihi harapan (Hardiyansyah, 2018).
Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan (Hardiyansyah, 2018).
Gasperz dalam Sinambela mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok (Sinambela et al., 2010):
1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.
2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
Menurut Kotler dalam Fandy Tjiptono (2016:284) mengungkapkan ada terdapat lima indikator penentu kualitas pelayanan jasa, kelima indikator tersebut diantaranya yaitu:
a. Berwujud (Tangible) yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan berbagai materi komunikasi yang baik.
b. Empati (Emphathy) yaitu kesediaan pegawai dan pengusaha/institusi untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan/masyarakat. Misalnya karyawan/pegawai harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan/masyarakat. Jika pelanggan/masyarakat mengeluh maka harus dicari solusi segera, agar selalu terjaga hubungan harmonis, dengan menunjukan rasa peduli yang tulus. Dengan cara perhatian yang diberikan para pergawai dalam melayani dan memberikan tanggapan atas keluhan para konsumen/masyarakat.
c. Cepat tanggap (Responsiveness) yaitu kemauan dari karyawan/pegawai dan pengusaha/institusi untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan konsumen. Dengan cara keinginan para pegawai dalam membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap, kemampuan memberikan pelayanan dengan cepat dan benar, kesigapan para pegawai untuk ramah pada setiap konsumen/masyarakat, kesigapan para pegawai untuk ramah pada setiap konsumen/masyarakat, kesigapan para pegawai untuk berkerja sama dengan konsumen/masyarakat.
d. Keandalan (Reliability) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta konsisten. Contoh, kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang terbaik, kemampuan pegawai dalam menangani kebutuhan masyarakat dengan cepat dan benar, kemampuan perusahaan/institusi dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan konsumen.
e. Kepastian atau Jaminan (Assurance) yaitu berupa kemampuan pegawai untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen/masyarakat. Contoh dalam hal ini antara lain, pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menjalankan tugasnya, pegawai dapat diandalkan, pegawai dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen, pegawai memiliki keahlian teknis yang baik.
Menurut sinambela secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat (Sinambela et al., 2010). Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:
1. Transparansi yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan , dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
7. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik
Menurut Zeithaml dkk (Hardiyansyah, 2011): Kualitas Pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu:
1. Tangibel (Berwujud) terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi.
2. Reliability (Kehandalan) terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
3. Responsiviness (Ketanggapan) kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan.
4. Assurance (Jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
5. Empathy (Empati) tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
Ukuran kualitas pelayanan dikemukakan oleh Fandy Tjiptono dalam (Hardiyansyah, 2011):
1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
Pendapat lain dikemukakan oleh Salim & Woodward (Hardiyansyah, 2011) Menurutnya, dimensi kualitas pelayanan publik terdiri dari: economy, eficiency, efectiveness, & equity.
1. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumberdaya yang sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Eficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Efectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.
4. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek kemerataan.
B. Operasional Variabel
Operasional variabel menjelaskan konsep yang merupakan bagian- bagian variable dalam penetapan indicator serta ukuran penetapan pelaksanaan penelitian.
a. Analisis, analisis adalah proses pengolahan, penyajian, interprestasi, dan analisis suatu peristiwa yang diperoleh di lapangan, dengan tujuan agar penulisan yang disajikan mempunyai makna yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian.
b. Pelayanan pubik , pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebututuhan publik.
c. Standar pelayanan publik, standard pelayanan publik adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini kantor kementrian agama kota dumai yang dapat memberikan kepuasan dan kesesuaian dengan harapan serta keinginan masyarakat yang menerima pelayanan.
d. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah unit pelayanan medis di rumah sakit yang berfungsi memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pasien dalam kondisi gawat darurat, baik akibat penyakit, kecelakaan, maupun bencana, sesak napas kritis, atau trauma berat.
e. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis, perawatan, dan rehabilitasi secara paripurna untuk masyarakat. Berfungsi sebagai pusat rujukan, rumah sakit menyediakan fasilitas diagnostik, terapi, dan pencegahan penyakit dengan tenaga kesehatan profesional (dokter, perawat, ahli farmasi, dll.) serta peralatan medis yang memadai.
Dari teori dan latar belakang masalah yang dikemukakan para ahli dalam mengukur standar pelayanan publik penelitian ini, penulis menggunakan teori Mahmudi (Mahmudi, 2010) untuk mengukur standar pelayanan publik pada instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah kota dumai yaitu dengan 6 indikator sebagai berikut :
1. Prosedur Pelayanan
Menurut Mahmudi prosedur pelayanan adalah serangkaian tahapan yang sistematis dan terstandar untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Mahmudi, 2010). Untuk melihat prosedur pelayanan dapat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kejelasan tentang persyaratan pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat.
b. Adanya prosedur pelayanan yang dipahami oleh petugas atau pasien yang berurusan pada Instalasi Gawat Darurat
c. Adanya kejelasan alur pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat
2. Waktu Penyelesaian
Menurut Mahmudi waktu penyelesaian adalah batas waktu maksimal yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu layanan, mulai dari permohonan masuk hingga hasil diberikan (Mahmudi, 2010). Untuk melihat waktu penyelesaian pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut :
a. Adanya kemampuan petugas pada Instalasi Gawat Darurat dalam melayani pasien sesuai dengan standar.
b. Adanya kemampuan petugas Instalasi Gawat Darurat dalam tindakan medis sesuai dengan standar waktu pelayanan Instalasi Gawat Darurat
c. Adanya Waktu penyelesaian tindakan medis yang diterapkan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan pada Instalasi Gawat Darurat
3. Biaya Pelayanan
Menurut Mahmudi, biaya layanan diartikan sebagai seluruh sumber daya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk menyediakan dan memberikan layanan kepada masyarakat (Mahmudi, 2010). Untuk melihat biaya pelayanan pada instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah kota dumai, akan diteliti melalui sub indikator sebagai berikut :
a. Adanya kejelasan atas biaya layanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada Instalasi Gawat Darurat
b. Adanya kesesuaian biaya yang dikeluarkan oleh pasien sesuai dengan pelayanan yang diterima pada Instalasi Gawat Darurat
c. Adanya pemberian bukti pembayaran atas biaya yang sudah dikeluarkan pada Instalasi Gawat Darurat
4. Produk Pelayanan
Produk pelayanan adalah hasil akhir dari suatu layanan yang diberikan kepada pelanggan, mencakup 3 hal utama Barang/jasa, Proses layanan, Hasil akhir (kepuasan pasien, perubahan kondisi) (Mahmudi, 2010). Untuk melihat produk pelayanan instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah kota dumai, akan diteliti melalui sub indikator sebagai berikut
a. Adanya petugas medis yang terampil dalam melayani pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai
b. Adanya kemudahan akses dalam pelayanan dan prosedur tertata dalam pengurusan pada Instalasi Gawat Darurat
c. Adanya tindakan medis sesuai standar keamanan yang diberikan pada Instalasi Gawat Darurat
5. Sarana dan Prasarana
Menurut Mahmudi sarana dan prasana merupakan dua elemen fundamental yang saling melengkapi untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan layanan masyarakat (Mahmudi, 2010). Untuk melihat sarana dan prasarana dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut :
a. Adanya tempat tidur yang memadai pada Instalasi Gawat Darurat.
b. Adanya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien pada Instalasi Gawat Darurat.
c. Adanya ketersediaan ambulance 24 jam yang mendukung pemberian pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan adalah  kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki oleh tenaga pelayanan untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Mahmudi, 2010). Untuk melihat kompetensi pegawai dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut :
a. Adanya kemampuan komunikasi petugas pelayanan Instalasi Gawat Darurat dalam proses pelayanan
b. Adanya kemampuan teknis petugas pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dengan bidang tugasnya
c. Adanya petugas Instalasi Gawat Darurat yang tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pasien
Untuk mengukur jawaban responden pada setiap indikator penelitian ini, diberikan skala pengukuran menurut Ridwan (2008) dengan menggunakan teknik pengukuran rating scale. Dimana setiap sub indikator akan dibuat jawaban dalam bentuk angket dengan pilihan jawaban sebagai berikut:
a. Baik	: Diberi skor 3
b. Cukup Baik	: Diberi skor 2
c. Tidak Baik	: Diberi skor 1


BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Suhatman, MARS. Yang terletak di Jalan Tanjung Jati, Buluh Kasap, Dumai Timur, Kota Dumai,Riau.
Alasan pengambilan lokasi penelitian ini karena Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Suhatman, MARS merupakan Rumah Sakit Terbesar dan menjadi pusat pengobatan di Kota Dumai dan  dinyatakan lolos menjadi rumah sakit tipe kelas II B serta Rumah Sakit rujukan di Kota Dumai sehingga jumlah pasien akan semakin bertambah. Sejalan makin tingginya tingkat pendidikan dan sosial masyarakat, maka kebutuhan masyarakat akan kesehatan akan semakin meningkat. Sebagai pemberi pelayanan kesehatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Suhatman, MARS harus memberikan pelayanan yang baik serta berkualitas terutama di bagian pada Instalasi Gawat Darurat nya.
B. Populasi dan Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang diterdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulannya (Sugiyono, 2013).
Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan tenaga medis pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Suhatman, MARS dan masyarakat yang dilayani. Populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus berjumlah 79 orang dimana sampelnya merupakan Kepala Ruangan 1, Dokter 8 Orang, Perawat 39 orang, Kasir IGD berjumlah 12 orang, Admisi IGD 9 orang, dan Rekam Medis IGD 10 Orang. 
Sedangkan populasi dan sampel untuk masyarakat menggunakan teknik sampling insidental dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013). Sampel untuk masyarakat penulis mengambil siapa saja yang telah dilayani pada Instalasi Gawat Darurat rumah sakit umum daerah yang dianggap cocok sebagai narasumber, yakni dalam satu hari sebanyak 10 orang dengan waktu penelitian selama 8 hari kerja dalam satu bulan penelitian, maka jumlah sampel untuk masyarakat sebanyak 80 orang, berikut tabel populasi dan sampel instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah kota dumai.
[bookmark: _Toc207411138]Tabel III. 1 
Keadaan Populasi dan sampel pada Rumah Sakit Umum (RSUD)
Kota Dumai
	NO
	Sub Populasi
	Populasi
	Sampel
	%

	1
	Kepala Ruangan IGD
	1
	1
	100%

	2
	Kasir IGD
	12
	12
	100%

	3
	Admisi IGD
	9
	9
	100%

	4
	Rekam Medis IGD
	10
	10
	100%

	5
	Dokter Umum IGD
	8
	8
	100%

	6
	Perawat IGD
	39
	39
	100%

	7
	Keluarga / Pasien
	80
	80
	-

	
	Jumlah
	159
	159
	-


    Sumber: Olahan Penulis 2025
C. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data pada penelitian diatas adalah sebagai berikut :
1. Data Primer: Diperoleh melalui informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau kalimat pernyataan. Informan tersebut ialah masyarakat yang menerima pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Suhatman, MARS dan Tenaga medis yang berkerja seperti dokter dan perawat, Metode pengumpulan data primer sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait, (Sugiyono, 2018).
b. Angket (Kuesioner)
Angket adalah salah satu instrumen penelitian, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau jenis petunjuk lainnya. Kuesioner (Angket) adalah alat penting untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, (Sugiyono 2017).
c. Observasi
Teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, (Sugiyono, 2018).
2. Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan kembali oleh peneliti.
a. perpustakan yaitu data yang didapatkan dari buku-buku literature yang digunakan sebagai pendukung utama dalam penelitian ini. 
b. Data yang lain juga didapat dari arsip sebagai data dalam bentuk dokumen, foto, data statistic, dan naskah-naskah yang tersedia dalam lembaga/instansi yang ada kaitanya dengan penelitian ini.
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data antara lain:
1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena.
2. Angket atau Kuisioner
Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penyusunan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara sistematis yang berkaitan dengan masalah fakto-faktor yang mempengaruhi Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Suhatman, MARS sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Wawancara
Yaitu mengadakan Tanya jawab langsung atau tatap muka dengan responden penelitian untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui angket penelitian.
E. Analisis Data
[bookmark: _Hlk193298512]Untuk menganalisa data dalam penelitian ini maka akan dilakukan dengan cara pengelompokkan data yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan. Selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan uraian dan penjelasan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil dari observasi lapangan, kajian dokumen dan angket sehingga dapat menghasilkan laporan temuan penelitian.
Adapun skala pengukuran yang digunakan untuk menganalisis data peneliti menggunakan skala pengukuran atau rating scale. Menurut (Sugiyono, 2013) rating scale atau skala pengukuran adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.
1. [bookmark: _Hlk193298577]Pengukuran untuk setiap indikator peneliti adalah:
Untuk menentukan Kategori untuk setiap indikator penelitian ditentukan berdasarkan rumusan yang diajukan oleh Lind et al. dalam Zulganef. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
Skor Tertinggi = 3x3x159 = 1431
Skor Terendah = 1x3x159 = 477
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakakn oleh (Al, 2018), yaitu :
[bookmark: _Hlk193314297][bookmark: _Hlk193315050]𝑖 = 
[bookmark: _Hlk193298621]Diketahui :
H = Nilai Data Tertinggi (Highest Value) 
L = Nilai Data Terendah (Lowest Value) 
K = Jumlah Kelas
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:
Interval = 
Interval = 
Interval = =318
[bookmark: _Hlk193298716]Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut :
	1114
	-
	1431
	= Baik

	796
	-
	1113
	= Cukup Baik

	477
	-
	795
	= Tidak Baik


Dengan garis kontinum sebagai berikut :477
TB
795
CB
1114
B
1431



33,33%	TB
55,67%
CB
77,78%
B
100%



Berdasarkan data diatas dapat kita lihat kriteria skor antara lain sebagai berikut :
2. Pengukuran unruk keseluruhan indikator
Untuk mengetahui tanggapan secara keseluruhan maka akan dihitung skor tertinggi dikali jumlah sub indikator dikali jumlah responden, sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui skor tertinggi dan terendah untuk mengetahui variabel penelitian sebagai berikut:
Skor Tertinggi = 3x18x159  =  8.586
Skor Terendah = 1x18x159 = 2.862
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakakn oleh (Al, 2018), yaitu  𝑖 = 
H = Nilai Data Tertinggi (Highest Value) 
L = Nilai Data Terendah (Lowest Value) 
K = Jumlah Kelas
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:
Interval = 
Interval = 
Interval =  = 1908
Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut :
	6679
	-
	8586
	= Baik

	4771
	-
	6678
	= Cukup Baik

	2862
	-
	4770
	= Tidak Baik
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BAB IV
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
KOTA DUMAI
A. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai (RSUD) merupakan rumah sakit  tipe B milik Pemerintah Kota Dumai yang diawal pembangunan seluas 4,3 hektar dengan menggunakan dana APBD III mulai beroperasi dengan di lakukannya soft opening oleh Bupati Bengkalis, Bapak Fadlah Sulaiman, SH pada tanggal 15 Februari 1999 dan Grand Opening dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan R.I, Prof. Dr. Fa Moeloek, SpOG pada tanggal 7 Mei 1999. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1549/Menkes-Kesos/SK/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000.
Sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, RSUD Kota Dumai terus melakukan penambahan Sumber Daya demi tercapainya pelayanan prima yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Tahun 2009 RSUD Kota Dumai ditetapkan sebagai Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009, tentang Penetapan Status RSUD Kota Dumai. Hal ini sesuai persyaratan Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada Bab 5 Pasal 7 Ayat (3).
Visi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai yaitu “Menjadi Rumah Sakit Terunggul di Pantai Timur Sumatera yang Modern dengan Nuansa Melayu”. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Kota Dumai tersebut, berdasarkan komitmen pembangunan jangka panjang Kota Dumai, ditetapkanlah Misi sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing”.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Secara khusus, tujuan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai adalah sebagai berikut :
a) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar.
b) Terwujudnya SDM yang profesional dan terampil.
c) Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit.
d) Terwujudnya manajemen yang dinamis dan akuntabel.
Adapun sasaran pembangunan dan pengembangan upaya kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai adalah: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan”. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai menetapkan 5 (lima) strategi sebagai berikut:
1) Memanfaatkan dukungan pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat dalam peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
2) Pengembangan manajemen Rumah Sakit untuk lebih mandiri terutama bidang keuangan.
3) Meningkatkan dan memberi nilai tambah pada setiap unsur pelayanan.
4) Meningkatkan dan mengendalikan mutu pelayanan.
5) Meningkatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi.
B. [bookmark: _Hlk207409748]Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai
Struktur organisasi adalah susunan-susunan yang merupakan proses kerjasama  sejumlah manusia  yang terkait hubungan formil berupa rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi dapat memberikan gambaran tentang pengaturan tugas-tugas dan pemindahan wewenang serta tanggup jawab masing-masing kelompok.
	Berikut penulis paparkan struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

[bookmark: _Toc207411790] Bagan IV. 1 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai
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Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, Tahun 2025


Mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai diatur berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Selanjutnya untuk melihat rincian tugas pokok berdasarkan jabatannya dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Direktur
Direktur mempunyai tugas memimpin, menentukan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian, Rekam medis serta pencatatan dan pelaporan, Sistem Informasi Rumah Sakit, hukum, perpustakaan, kehumasan, pemasaran sosial dan protokoler. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan dilingkungan RSUD.
b. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan administrasi kepegawaian bagi seluruh pegawai dilingkungan RSUD.
c. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan kerumahtanggaan dan perlengkapan dilingkungan RSUD.
d. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan pencatatan, pelaporan dan rekam medis serta sistem informasi rumah sakit.
e. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan hukum, kehumasan, pemasaran sosial, protokoler dan perpustakaan pada RSUD.
f. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.
Bagian Tata Usaha terdiri dari :
i. Subbagian Administrasi dan Umum
Subbagian Administrasi dan Umum bertugas membantu Kepala Bagian Tata usaha dalam perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, kehumasan, pemasaran sosial,  perpustakaan dan protokoler.
ii. Subbagian Kepegawaian
Subbagian Kepegawaian bertugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan administrasi kepegawaian, pendidikan dan latihan serta peningkatan disiplin pegawai.
iii. Subbagian Pelaporan, Rekam Medis 
Subbagian Pelaporan dan Rekam Medis bertugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan rekam medis, pencatatan dan pelaporan serta sistem informasi rumah sakit.
3) Bidang Keuangan dan Program
Bidang Keuangan dan Program mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana, penyajian laporan keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas Bidang Keuangan dan Program mempunyai  fungsi :
a. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran;
b. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan perbendaharaan;
c. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan verifikasi dan pembukuan keuangan RSUD;
d. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan akuntansi keuangan;
e. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan mobilisasi dana;
f. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan penyusunan program di RSUD;
g. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi dan penyajian laporan keuangan dan kegiatan di RSUD;
h. Pelaksanaan penelitian terhadap keabsahan atas penerimaan dan pendapatan lainnya yang sah di RSUD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
i. Pelaksanaan penelitian dan verifikasi terhadap keabsahan pengeluaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
j. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.
Bidang Keuangan dan Program terdiri dari :
i. Seksi Program dan Anggaran
Seksi Program dan Anggaran bertugas membantu Kepala Bidang Keuangan dan Program dalam perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan penyusunan anggaran, penyusunan program, mobilisasi dana serta penyusunan laporan kegiatan di RSUD.
ii. Seksi Akuntansi dan Keuangan
Seksi Akuntansi dan Keuangan bertugas membantu Kepala Bidang Keuangan dan Program dalam perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ketatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan keuangan RSUD.
4) Bidang Keperawatan
Bidang Keperawatan mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, kebutuhan tenaga keperawatan, logistik keperawatan dan fasilitas keperawatan serta penyuluhan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keperawatan mempunyai  fungsi :
a. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap pelayanan asuhan keperawatan;
b. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap pelaksanaan etika dan mutu keperawatan;
c. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kebutuhan tenaga keperawatan, logistik keperawatan dan fasilitas keperawatan;
d. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan penyuluhan kesehatan.
e. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.
Bidang Keperawatan terdiri dari :
i. Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan
Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan bertugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan, logistik keperawatan dan fasilitas keperawatan.
ii. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
Seksi Etika dan Mutu Keperawatan bertugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan etika dan mutu keperawatan, kebutuhan tenaga keperawatan serta penyuluhan kesehatan.
5) Bidang Pelayanan
Bidang Pelayanan mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perencanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan dan pengurusan jenazah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan mempunyai  fungsi :
a. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
b. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
c. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap penggunaan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis;
d. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;
e. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap pengembangan pelayanan medis dan penunjang medis
f. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan perencanaan terhadap kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan serta pengurusan jenazah;
g. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas.
Bidang Pelayanan terdiri dari :
i. Seksi Pelayanan Medis
Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam perencanaan, pengadaan, penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien, rujukan dan pengurusan jenazah serta kebutuhan tenaga medis, logistik pelayanan medis dan penggunaan fasilitas pelayanan medis.
ii. Seksi Penunjang Medis
Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam perencanaan, pengadaan, penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan kegiatan pelayanan penunjang medis, kebutuhan tenaga penunjang medis, logistik penunjang medis serta penggunaan fasilitas penunjang medis.
6) Instalasi
Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD. Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Kepala Ruangan. Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

7) Komite Medis
Komite Medis merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari ketua-ketua staf medis fungsional. Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medis, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan mengembangkan program pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia-panitia anggotanyanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio. Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. Pembentukan Panitia ditetapkan dengan Kerputusan Direktur.
8) Staf Medis Fungsional 
Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional. Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta peningkatan dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional di kelompokkan berdasarkan keahlian. Kelompok Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
9) Komite Keperawatan 
Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan. Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.


[bookmark: _Toc207411791]Bagan IV. 2 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai
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Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, Tahun 2025
1. Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan seluruh aspek operasional rumah sakit, baik secara administratif, medis, maupun finansial. Posisi ini memegang peran strategis dalam memastikan rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan efisien sesuai standar nasional/internasional.
2. Komite Keperawatan adalah suatu badan atau tim profesional di rumah sakit yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengawasi, dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara berkelanjutan. Komite ini terdiri dari perawat-perawat senior, manajer keperawatan, dan tenaga kesehatan terkait yang bekerja secara kolaboratif untuk memastikan standar praktik keperawatan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan pasien.
3. Kepala Instalasi Gawat Darurat (Kepala IGD) adalah tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab atas manajemen operasional, kualitas pelayanan, dan keselamatan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) suatu rumah sakit.
4. Kepala Ruangan Instalasi Gawat Darurat (Kepala Ruang IGD) adalah tenaga kesehatan (biasanya perawat atau dokter) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan operasional harian di ruang perawatan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
5. Perawat Penanggung Jawab adalah perawat profesional yang ditunjuk untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan keperawatan dalam satu shift kerja di Instalasi Gawat Darurat.
6. Perawat Pelaksana IGD adalah perawat profesional yang bertugas memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien di Instalasi Gawat Darurat sesuai standar dan protokol yang berlaku.


C. Keadaan dan Komposisi Pegawai
Untuk melihat lebih jelas keadaan dan komposisi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut :
1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
Dalam setiap organisasi dibutuhkan pegawai yang mampu bekerja sama dengan baik antara laki-laki dan perempuan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, pegawai dituntut untuk melakukan pekerjaannya dalam mencapai tujuannya
2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Bidang Tugas
Untuk dapat melaksanakan tugas yang telah dijelaskan dalam uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, diperlukan susunan pegawai yang dapat menunjang pendelegasian tugas dan wewenang agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. Untuk lebih jelasnya mengenai bidang tugas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
[bookmark: _Toc207411217]Tabel IV. 1 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Bidang Tugas
	NO
	Kualifikasi Tenaga
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1
	Dokter Spesialis
	29
	13
	42

	2
	Dokter Umum
	12
	21
	33

	3
	Dokter Gigi
	0
	3
	3

	4
	Dokter Gigi Spesialis
	0
	1
	1

	5
	Perawat
	80
	247
	327

	6
	Bidan
	0
	120
	120

	7
	Kesehatan Masyarakat
	3
	13
	16

	8
	Kesehatan Lingkungan
	1
	1
	2

	9
	Ahli Laboratorium Medik
	1
	28
	29

	10
	Tenaga Teknik Biomedika
	4
	10
	14

	11
	Keterapian Fisik
	3
	8
	11

	12
	Keteknisan Medis
	5
	23
	28

	13
	Nutrisionis
	0
	14
	14

	14
	Tenaga Teknis Kefarmasian
	2
	24
	26

	15
	Apoteker
	1
	16
	17

	16
	Pejabat Struktural
	6
	4
	10

	17
	Tenaga Dukungan Manajemen
	183
	215
	398

	
	Jumlah
	330
	761
	1.091


pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai

Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.2 di atas, dapat dilihat komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi tenaga, Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi komposisi tenaga kesehatan di suatu instansi berdasarkan kualifikasi dan jenis kelamin. Secara keseluruhan, terdapat 1.091 tenaga kesehatan, dengan distribusi berdasarkan gender menunjukkan dominasi tenaga kesehatan perempuan (761 orang; 69,75%) dibandingkan laki-laki (330 orang; 30,25%).
Dokter Spesialis: Terdapat 42 tenaga, dengan komposisi 29 laki-laki (69,05%) dan 13 perempuan (30,95%), menunjukkan dominasi laki-laki dalam bidang spesialisasi medis. Dokter Umum: Sebanyak 33 tenaga, terdiri dari 12 laki-laki (36,36%) dan 21 perempuan (63,64%), mengindikasikan pergeseran gender di mana perempuan lebih banyak berperan dalam layanan kesehatan primer. Dokter Gigi dan Spesialis Gigi: Hanya terdapat 4 tenaga, seluruhnya perempuan (3 dokter gigi umum dan 1 spesialis), menunjukkan disparitas gender yang signifikan di bidang ini. Perawat: Merupakan kelompok terbesar (327 tenaga), dengan 247 perempuan (75,54%) dan 80 laki-laki (24,46%), mencerminkan stereotip gender yang mengasosiasikan peran perawat dengan perempuan. 
Bidan: Seluruh 120 tenaga adalah perempuan, menguatkan persepsi tradisional bahwa profesi kebidanan merupakan ranah perempuan. Ahli Laboratorium Medik: 28 perempuan (96,55%) mendominasi dibandingkan 1 laki-laki (3,45%), menunjukkan ketimpangan gender di bidang laboratorium. Tenaga Teknis Kefarmasian: 24 perempuan (92,31%) berbanding 2 laki-laki (7,69%), mengindikasikan dominasi perempuan dalam aspek teknis farmasi. Apoteker: 16 perempuan (94,12%) vs. 1 laki-laki (5,88%), memperlihatkan disparitas yang serupa dengan tenaga farmasi lainnya. Pejabat Struktural: Terdapat 6 laki-laki (60%) dan 4 perempuan (40%), menunjukkan bahwa meskipun perempuan mendominasi secara numerik di sektor kesehatan, laki-laki masih lebih banyak menduduki posisi kepemimpinan. 
Tenaga Dukungan Manajemen: 215 perempuan (54,02%) dan 183 laki-laki (45,98%), relatif lebih seimbang dibandingkan profesi klinis lainnya. Kesehatan Lingkungan: 1 laki-laki dan 1 perempuan, Tenaga Teknik Biomedika: 4 laki-laki (28,57%) dan 10 perempuan (71,43%), masih didominasi perempuan tetapi dengan proporsi laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan profesi teknis lainnya.
3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Untuk menunjang aktivitas pegawai harus memiliki pendidikan. Tingkat pendidikan pada dasarnya merupakan hal pokok yang mendasar bagi setiap pegawai dengan keahlian dan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya. Tingkat pendidikan sangat menunjang pekerjaan yang dihasilkan, selain pengalaman yang sudah dijalani tentang suatu permasalahan yang timbul. 
Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
[bookmark: _Toc207411218]Tabel IV. 2 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah

	1.
	Pasca Sarjana (S.2)
	86

	2.
	Sarjana (S.1)
	75

	3.
	Diploma (D.4)
	120

	4.
	Diploma (D.3)
	410

	6.
	SMA/sederajat
	400

	
	Jumlah
	1.091


Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.3 di atas, dapat dilihat komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, yang terdiri dari tamatan Pasca Sarjana (S.2) sebanyak 86 orang ,Sarjana (S.1) sebanyak 75 orang, Diploma (D.4) sebanyak 120 orang, Diploma (D.3) sebanyak 410 orang, dan SMA/sederajat sebanyak 400 orang.

D. Sarana dan Prasarana Kerja
Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sangat mendukung  kelancaran aktivitas suatu organisasi karena tanpa adanya sarana tidak mungkin suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara maksimal. Adapun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, sebagai berikut :
[bookmark: _Toc207411219]Tabel IV. 3 
Sarana dan Prasarana Kerja
pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai
	No
	Sarana dan
Prasarana
	Jumlah

	1.
	Kendaraan Roda 4
	4

	2.
	Meja Biro
	35

	3.
	Meja ½ Biro
	270

	4.
	Kursi Kerja
	300

	5.
	Kursi Tamu
	50

	6.
	Komputer
	263

	7.
	Laptop
	20

	8.
	Printer
	200

	9.
	Filling Kabinet
	70

	10.
	Air Conditioner (AC)
	80

	11.
	Mesin Fotocopy
	2


Sumber Data : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.4 di atas, dapat dilihat sarana dan prasarana kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai yang terdiri dari Kendaraan Roda 4 sebanyak 4 unit, Meja Biro sebanyak 35 buah, Meja ½ Biro sebanyak 270 buah, Kursi Kerja sebanyak 300 buah, Kursi Tamu sebanyak 50 set, Komputer sebanyak 263 unit, Laptop sebanyak 20 unit, Printer sebanyak 200 unit, Filling Kabinet sebanyak 70 unit, Air Conditioner (AC) sebanyak 80 unit, dan Mesin Fotocopy sebanyak 2 unit.
















BAB V
ANALISIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
 DR. SUHATMAN, MARS KOTA DUMAI 
A. Identitas Responden
Penelitian ini dilakukan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai yang merupakan salah satu instansi pemerintah sebagai sentral pelayanan publik dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan identitas responden penelitian dengan judul Analisis Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai responden sebanyak 159 yang terdiri dari pegawai sebanyak 79 orang dan masyarakat sebanyak 80 orang. Untuk melihat data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap Analisis Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai, penulis mengambil seluruh Pegawai sebagai objek penelitian termasuk masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi. Penulis dapat menggambarkan perbedaan jenis kelamin yang menjadi responden penelitian. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc207411254]Tabel V. 1 
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No.
	Jenis Kelamin
	Responden
	Jumlah
	Persentase

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	(Orang)
	(%)

	1
	Laki-laki
	15
	30
	45
	28.30

	2
	Perempuan
	64
	50
	114
	71.70

	 
	Jumlah
	79
	80
	159
	100


Sumber data: Hasil Olahan Data lapangan Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 45 orang (28.30%), sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 114 orang (71.70%).
2.  Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
Perbedaan tingkat umur merupakan salah satu bahan pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menentukan sikap kondisi layak dalam merespon sesuai kapasitas kebijakan usia yang matang sesuai umur responden yang bertingkat dari usia 20-60 tahun. Penulis dapat menggambarkan perbedaan tingkat umur yang menjadi responden penelitian. Untuk itu lebih jelasnya tentang perbedaan tingkat umur responden dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc207411255]Tabel V. 2 
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
	No.
	Tingkat
Umur
	Responden
	Jumlah
(Orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	21 – 30
	19
	38
	57
	35,84

	2
	31 – 40
	45
	22
	67
	42,13

	3
	41 – 50
	15
	13
	28
	17,61

	4
	51 – 60
	0
	7
	7
	4,42

	Jumlah
	79
	80
	159
	100


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berumur antara 21-30 tahun berjumlah 57 orang (35,84%), kemudian responden yang berumur 31-40 sebanyak 67 orang (42,13%), selanjutnya responden yang berumur 41-50 sebanyak 28 orang (17,61%). dan yang berumur 51-60 sebanyak 7 orang (4,42%).
3. 	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Perbedaan tingkat pendidikan merupakan salah satu gambaran untuk bisa menilai kecakapan dan kemampuan dalam memahami kondisi proses penerima dan pemberi pelayanan dari pihak yang mengemban tanggung jawab. dengan adanya perbedaan tingkat pendidikan dapat memberikan gambaran dalam mencari jawaban dari penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya perbedaan tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut:
[bookmark: _Toc207411256]Tabel V. 3 
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No.
	Tingkat Pendidikan
	Responden
	Jumlah
	Persentase
(%)


	
	
	Pegawai
	Masyarakat
	
	

	1
	S2
	12
	-
	12
	7,54

	2
	S1
	13
	15
	28
	17,61

	3
	D3
	40
	2
	42
	26,41

	4
	SLTA
	14
	52
	66
	41.51

	5
	SLTP
	-
	8
	8
	5,03

	6
	SD
	-
	3
	3
	1,89

	Jumlah
	79
	80
	159
	100


Sumber data: Hasil Olahan Data lapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.3 diatas, dapat dijelaskan responden yang memiliki tingkat Pendidikan S2 berjumlah sebanyak 12 orang (7,54) dan  S1 berjumlah sebanyak 28 orang (17,61%), selanjutnya yang memiliki tingkat pendidikan D3 berjumlah sebanyak 42 orang (26,41%), yang memiliki tingkat pendidikan SLTA berjumlah sebanyak 66 orang (41,51&), yang memiliki tingkat pendidikan SLTP bejumlah sebanyak 8 orang (5.03%), sedangkan yang memiliki tingkat pendidikan SD berjumlah 3 orang (1,89%).   
B. Analisis Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai
Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada bab ini akan penulis sajikan data hasil temuan selama dilapangan yang nantinya akan dilakukan penganalisaan sebagai upaya dalam menjawab permasalahan yang penulis paparkan pada Bab I.
Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa data hasil penelitian dilapangan, data yang diperoleh merupakan hasil angket yang disebarkan kepada responden penelitian yaitu seluruh petugas Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai serta masyarakat, dan semua data yang diperoleh akan diolah sesuai dengan analisa data yang didasarkan pada indikator-indikator pengukuran. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 150 orang yang terdiri dari pegawai dan tenaga medis Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai serta masyarakat.
Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai maka penulis akan mengukur pelayanan publik berdasarkan teori yang dikemukakan Mahmudi (2015:226-227) untuk mengukur standar pelayanan publik pada instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah kota dumai, instansi penyedia pelayanan publik harus dapat memperhatikan standar pelayanan pubik, yaitu sebagai berikut:
1. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan dalam penelitian ini adalah serangkaian tahapan yang sistematis dan terstandar untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam penelitian ini untuk melihat prosedur pelayanan sebagai suatu bentuk pelaksanaan standar pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai, akan diteliti melalui Sub Indikator sebagai berikut:
a. Adanya kejelasan tentang persyaratan pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat
Aspek kejelasan tentang persyaratan pelayanan bukan dalam pengertian menyalahi aturan-aturan pelayanan itu sendiri. Kejelasan standar pelayanan yang menjadi harapan masyarakat yang membutuhkan pelayanan diperlukan persiapan dari organisasi publik sebagai pemberi pelayanan melalui penerapan prinsip transparansi pelayanan, dimana informasi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam pelayanan secara langsung dapat diketahui masyarakat dengan tanpa mencari informasi kepada pihak lain.
b. Adanya prosedur pelayanan yang dipahami oleh petugas atau pasien yang berurusan pada Instalasi Gawat Darurat
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan diperlukan prosedur pelayanan  untuk memudahkan petugas dan masyarakat melakukan proses pelayanan dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan dalam melakukan kegiatan. Dengan adanya prosedur pelayanan masyarakat dan petugas dapat menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, petugas harus memahai prosedur yang belaku di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dan  aturan serta ketentuan yang berlaku.
c. Adanya kejelasan alur pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat
Dalam organisasi publik terdapat berbagai jenis pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai, sehingga melalui pemberian penjelasan atas tata cara pelayanan kepada masyarakat menjadi tangung jawab organisasi publik, tata cara pelayanan sebagai suatu bentuk implementasi prosedur pelayanan salah satu upaya yang wajib dilakukan organisasi publik dengan adanya pegawai pada setiap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan melalui prosedur pelayanan yang dilaksanakan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel V.4 berikut ini:
[bookmark: _Toc207411257]Tabel V. 4 
Tanggapan Responden Terhadap Prosedur Pelayanan
	No.
	Sub Indikator
	Skor

	1.
	Adanya kejelasan tentang persyaratan pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Dumai
	373

	2.
	Adanya prosedur pelayanan yang dipahami oleh petugas atau pasien yang berurusan pada Instalasi Gawat Darurat  RSUD Kota Dumai
	381

	3.
	Adanya kejelasan alur pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat  RSUD Kota Dumai
	380

	Total Skor
	1.134


Sumber Data: Hasil penelitian dilapangan Tahun 2025


Berdasarkan Tabel V.4 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa prosedur pelayanan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub indikator, menunjukkan hasil sebagai berikut: sub indikator pertama, yaitu Adanya kejelasan tentang persyaratan pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Dumai, memiliki jumlah skor sebesar 373, sub indikator kedua yaitu Adanya prosedur pelayanan yang dipahami oleh petugas atau pasien yang berurusan pada Instalasi Gawat Darurat  RSUD Kota Dumai memiliki jumlah skor sebesar 381 dan sub indikator ketiga, yaitu Adanya kejelasan alur pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat  RSUD Kota Dumai, memiliki jumlah skor sebesar 380. Dengan demikian, total skor keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator prosedur pelayanan adalah 1.134.
Berdasarkan ketiga sub indikator maka diketahui Indikator prosedur pelayanan memperoleh total skor 1.134, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut::
	1.134


477 	TB 	   	    795	 	 CB		1114		B	  1.431

	79,24%
	

33,33%    TB		55,67%	 CB	          77,78%	B	 100%	
	
Berdasarkan garis kontinum tersebut, secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator prosedur pelayanan memperoleh total skor 1.134 termasuk pada kategori Baik (B), yang berada pada rentang skor 1.114-1.431 dengan persentasi 79,24% Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai telah berjalan dengan baik , baik dalam kejelasan tentang persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan yang dipahami oleh petugas atau pasien, kejelasan alur pelayanan.
2.  Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian pelayanan sebagai salah satu barometer standar pelayanan di organisasi publik merupakan suatu bentuk tuntutan dari peraturan pemerintah tentang pelayanan publik, sebab suatu kegiatan pelayanan tanpa diberikan waktu jaminan waktu penyelesaian pelayanan akan berakibat pada kualitas pelayanan yang dihasilkan. Yang dimaksud dengan batas waktu maksimal yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu layanan, mulai dari permohonan masuk hingga hasil diberikan. Selanjutnya untuk melihat waktu penyelesaian pelayanan sebagai suatu standar pelayanan di Kantor Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai akan diteliti melalui Sub Indikator sebagai berikut:
a. Adanya kemampuan petugas pada Instalasi Gawat Darurat dalam melayani pasien sesuai dengan standar.
Penetapan waktu penyelesaian pelayanan pada organisasi publik telah mengaturnya didalam standar operasional prosedur sebagai pedoman kerja seluruh pegawai dalam melaksanakan pelayanan, penetapan waktu penyelesaian pelayanan tehadap kepentingan pelayanan oleh masyarakat senantiasa disesuaikan dengan jenis pelayanan mulai dari proses pemberkasan persyaratan pelayanan sesuai jenis pelayanan sampai dengan selesai.
b. Adanya kemampuan petugas Instalasi Gawat Darurat dalam tindakan medis sesuai dengan standar waktu pelayanan Instalasi Gawat Darurat
Penetapan waktu penyelesaian pelayanan dapat direalisasikan sesuai dengan janji yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani, maka organisasi publik dituntut untuk membina para pegawainya untuk senantiasa mematuhi aturan kerja dan pelayanan kerja dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen petugas  dalam bekerja, dengan pengertian petugas pada setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan mampu menjelaskan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan medis yang diharapkan masyarakat.
c. Adanya Waktu penyelesaian tindakan medis yang diterapkan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan pada Instalasi Gawat Darurat.
Setiap tindakan medis harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan prosedur dan standar operasional yang berlaku. Waktu penyelesaian ini mengacu pada mekanisme baku yang dirancang untuk memastikan pelayanan medis berlangsung cepat, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan kegawatan pasien. Tujuannya adalah untuk menjamin respons yang tepat waktu dalam penanganan kasus darurat, mengurangi risiko keterlambatan, serta meningkatkan efektivitas dan keselamatan pasien. Mekanisme ini mencerminkan prinsip pelayanan gawat darurat yang berorientasi pada ketepatan waktu dan mengikuti pedoman klinis yang didukung oleh bukti ilmiah dan standar akreditasi pelayanan kesehatan.
Selanjutnya untuk melihat waktu penyelesaian pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dapat dilihat pada tabel V.5 berikut ini:
[bookmark: _Toc207411258]Tabel V. 5 
Tanggapan Responden Tetang Waktu Penyelesaian
	No.
	Sub Indikator
	Skor

	1.
	Adanya kemampuan petugas pada Instalasi Gawat Darurat dalam melayani pasien sesuai dengan standar
	339

	2.
	Adanya kemampuan petugas Instalasi Gawat Darurat dalam tindakan medis sesuai dengan standar waktu pelayanan Instalasi Gawat Darurat
	349

	3.
	Adanya Waktu penyelesaian tindakan medis yang diterapkan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan pada Instalasi Gawat Darurat
	359

	Total Skor
	1.047


 Sumber Data: Hasil penelitian dilapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.5 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden tentang Waktu Penyelesaian, yang terdiri dari 3 (tiga) sub indikator, menunjukkan hasil sebagai berikut: sub indikator pertama, yaitu Adanya kemampuan petugas pada Instalasi Gawat Darurat dalam melayani pasien sesuai dengan standar, memiliki jumlah skor sebesar 339, sub indikator kedua yaitu Adanya kemampuan petugas Instalasi Gawat Darurat dalam tindakan medis sesuai dengan standar waktu pelayanan Instalasi Gawat Darurat memiliki jumlah skor sebesar 349 dan sub indikator ketiga, yaitu Adanya Waktu penyelesaian tindakan medis yang diterapkan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan pada Instalasi Gawat Darurat, memiliki jumlah skor sebesar 359. Dengan demikian, total skor keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator prosedur pelayanan adalah 1.047. 
Berdasarkan ketiga sub indikator dapat diketahui Indikator Waktu Penyelesaian memperoleh total skor 1.047, untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:
			1.047                          

477	TB              795                 CB            1.114	   B	   1.431

  73,16%       

33,33%    TB             55,67%            CB            77,78%           B        100%
Berdasarkan garis kontinum dapat dilihat secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Waktu Penyelesaian memperoleh total skor 1.047 termasuk pada kategori Cukup Baik (CB) berada pada interval 795-1.114 dengan persentasi 73,16% Hal ini menunjukkan bahwa Waktu Penyelesaian pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai telah berjalan dengan Cukup Baik, baik kemampuan petugas dalam Melayani sesuai dengan standar waktu pelayanan, tindakan medis sesuai dengan standar waktu pelayanan, dan tindakan medis yang diterapkan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
3. Biaya Pelayanan
Biaya Pelayanan diartikan sebagai seluruh sumber daya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk menyediakan dan memberikan layanan kepada masyarakat Penetapan beban biaya atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan proses pelayanan yang disesuaikan dengan persoalan pelayanan itu sendiri, dengan arti kata semakin pentingnya kebutuhan pelayanan dari masyarakat akan memberikan kecendrungan beban biaya yang lebih besar terutama menyangkut pelayanan jasa dan barang jika dilihat dari pelayanan yang bersifat administratif.
Selanjutnya untuk melihat biaya pelayanan sebagai suatu bentuk pelaksanaan standar pelayanan yang dilaksanakan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dalam penelitian ini akan diteliti melalui Sub Indikator sebagai berikut:
a. Adanya kejelasan atas biaya layanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada Instalasi Gawat Darurat
Aktivitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab organisasi publik untuk mengerjakannya, maka pada saat berhubungan dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk dapat memberikan penjelasan mengenai  biaya yang harus dibayar masyarakat, keberhasilan ini jelas harus ada kejelasan biaya pelayanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Adapun tujuan dari kejelasan biaya pelayanan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan adalah dimaksudkan untuk menghindari keragu-raguan atas beban biaya oleh masyarakat atas pelayanan yang diberikan, dengan demikian bilamana masyarakat mempertanyakan biaya pelayanan dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan dalam berbagai aspek untuk memperkuat ketentuan biaya pelayanan publik.
b. Adanya kesesuaian biaya yang dikeluarkan oleh pasien sesuai dengan pelayanan yang diterima pada Instalasi Gawat Darurat.
Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat ditentukan dengan kesesuaian biaya yang dikeluarkan, biaya yang dibebankan kepada pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) harus sesuai dengan jenis dan kualitas pelayanan medis yang diberikan. Maksudnya, tarif yang dikenakan harus transparan, wajar, dan proporsional berdasarkan tindakan medis, obat-obatan, fasilitas, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembiayaan kesehatan, di mana pasien tidak boleh dibebani biaya yang lebih tinggi dari standar layanan yang diterimanya, sekaligus memastikan rumah sakit tidak melakukan praktik overcharging atau ketidakjelasan komponen biaya. Kesesuaian ini juga mengacu pada peraturan tarif yang ditetapkan oleh pihak berwenang (seperti Kementerian Kesehatan atau BPJS) serta prinsip akuntabilitas finansial dalam pelayanan kesehatan darurat.
c. Adanya pemberian bukti pembayaran atas biaya yang sudah dikeluarkan pada Instalasi Gawat Darurat
Organisasi publik didalam melaksanakan pelayanan publik dituntut untuk berusaha menerapkan akuntabilitas pelayanan yang salah satunya terlihat melalui kepastian biaya pelayanan dengan memberikan bukti pembayaran kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan publik. Kepentingan pemberian bukti pelayanan kepada masyarakat yang diterapkan pegawai untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat atas biaya pelayanan tidak menyimpang dari aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemberian bukti pembayaran beban biaya atas pelayanan yang diterima masyarakat lebih ditujukan untuk melihat segi pertanggung jawaban pegawai dalam bekerja pada sisi aspek kewenangan didalam memungut biaya pelayanan sehingga apabila terjadi persoalan dimasa yang akan datang akan dapat dipertangung jawabkan pegawai. Selanjutnya untuk melihat pelaksanaan kepastian biaya pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dapat dilihat pada tabel V.6 berikut ini:
[bookmark: _Toc207411259]Tabel V. 6 
Tanggapan Responden Tentang Biaya Pelayanan
	No.
	Sub Indikator
	Skor

	1.
	Adanya kejelasan atas biaya layanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada Instalasi Gawat Darurat
	394

	2.
	Adanya kesesuaian biaya yang dikeluarkan oleh pasien sesuai dengan pelayanan yang diterima pada Instalasi Gawat Darurat
	389

	3.
	Adanya pemberian bukti pembayaran atas biaya yang sudah dikeluarkan pada Instalasi Gawat Darurat
	412

	Total Skor
	1.195


Sumber Data: Hasil penelitian dilapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.6 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden tentang Biaya Pelayanan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub indikator, menunjukkan hasil sebagai berikut: sub indikator pertama, yaitu Adanya kejelasan atas biaya layanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada Instalasi Gawat Darurat, memiliki jumlah skor sebesar 394, sub indikator kedua yaitu Adanya kesesuaian biaya yang dikeluarkan oleh pasien sesuai dengan pelayanan yang diterima pada Instalasi Gawat Darurat memiliki jumlah skor sebesar 389 dan sub indikator ketiga, yaitu Adanya pemberian bukti pembayaran atas biaya yang sudah dikeluarkan pada Instalasi Gawat Darurat, memiliki jumlah skor sebesar 412. Dengan demikian, total skor keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator prosedur pelayanan adalah 1.195. 
Berdasarkan ketiga sub indikator maka diketahui Indikator prosedur pelayanan memperoleh total skor 1.195, untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut:
		                                                    1.195              			 
477	TB               795              CB               1.114	   B	     1.431
83,50%         

33,33%    TB              55,67%            CB          77,78%            B         100%     
Berdasarkan garis kontinum dapat dilihat secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Biaya Pelayanan memperoleh total skor 1.195 termasuk pada kategori Baik (B) yang berada pada rentang skor 1.114-1.431 dengan persentasi 83,50% Hal ini menunjukkan bahwa Biaya Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai telah berjalan dengan baik, baik kejelasan atas biaya layanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, kesesuaian biaya yang dikeluarkan oleh pasien sesuai dengan pelayanan yang diterima, dan pemberian bukti pembayaran atas biaya yang sudah dikeluarkan.

4. Produk Pelayanan
Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan organisasi publik kepada masyarakat dapat berupa pelayanan administratif, jasa dan barang yang ketiga bentuk pelayanan tersebut dapat dikatakan sebagai produk organisasi publik yang akan dapat memberikan kontribusi, bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan kepercayaan masyarakat atas organisasi publik. Dalam menghasilkan produk pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai yang maksud adalah hasil akhir dari suatu layanan yang diberikan kepada pelanggan, mencakup 3 hal utama Barang/jasa, Proses layanan, Hasil akhir (kepuasan pasien, perubahan kondisi) 
Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dalam melihat produk pelayanan sebagai salah satu ukuran standar pelayanan akan diteliti melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya petugas medis yang terampil dalam melayani pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai.
Keberadaan petugas medis yang terampil dalam melayani pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai mengacu pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional kepada pasien yang membutuhkan pertolongan darurat. Petugas medis tersebut, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, telah melalui pelatihan dan pendidikan yang memadai sehingga mampu menangani berbagai kondisi gawat darurat dengan efisien.
Mereka tidak hanya menguasai keterampilan teknis medis, seperti resusitasi, penanganan luka berat, atau stabilisasi kondisi kritis, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk memberikan informasi jelas kepada pasien dan keluarga dalam situasi yang penuh tekanan. Selain itu, petugas medis yang terampil juga bekerja secara terkoordinasi dalam tim untuk memastikan alur pelayanan berjalan lancar, mulai dari triase, pemeriksaan, tindakan medis, hingga rujukan jika diperlukan.
Keahlian mereka didukung oleh pemahaman terhadap protokol kedaruratan dan penggunaan peralatan medis yang tersedia di IGD. Dengan demikian, keberadaan petugas yang kompeten menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan akurat. Hal ini juga mencerminkan kitmen rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kota Dumai.
b. Adanya kemudahan akses dalam pelayanan dan prosedur tertata dalam pengurusan pada Instalasi Gawat Darurat.
Organisasi publik didalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu kepada standar pelayanan keberhasilannya akan terlihat dengan hasil pelayanan yang diterima oleh masyarakat atas pelayanan yang diberikan pegawai organisasi publik.
Kemudahan akses dan prosedur yang tertata di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dimaksudkan untuk memastikan pasien gawat darurat mendapatkan pelayanan medis yang cepat, tepat, dan efisien. Tujuannya adalah mempercepat penanganan kasus kritis guna mengurangi risiko kematian atau kecacatan, sekaligus meminimalkan hambatan administratif dan teknis yang dapat memperlambat proses layanan. Selain itu, sistem ini dirancang untuk meningkatkan koordinasi tim medis dan pemanfaatan teknologi guna mendukung akurasi diagnosis serta keputusan klinis yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, diharapkan pasien dan keluarga merasakan pelayanan yang manusiawi, transparan, dan berfokus pada keselamatan pasien.
c. Adanya tindakan medis sesuai standar keamanan yang diberikan pada Instalasi Gawat Darurat.
Tindakan medis sesuai standar keamanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai tercermin dalam pelayanan yang terstruktur, responsif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Setiap langkah, mulai dari penerimaan pasien hingga tindakan darurat, dilaksanakan dengan protokol yang jelas untuk memastikan ketepatan dan kecepatan tanpa mengorbankan aspek keselamatan. Petugas medis bekerja dengan prosedur baku yang telah teruji, didukung oleh peralatan yang memadai dan lingkungan yang steril, sehingga pasien merasa terlindungi sejak awal masuk hingga penanganan selesai.
Interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga juga dibangun dengan komunikasi yang transparan, memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang mungkin timbul. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi standar klinis, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan kenyamanan bagi pasien dalam situasi kritis. Dengan demikian, pelayanan IGD tidak hanya fokus pada penyelamatan nyawa, tetapi juga pada pengalaman pasien yang nyaman dan aman.
Selanjutnya untuk melihat produk pelayanan sebagai suatu bentuk standar pelayanan yang dilaksanakan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel V.7 berikut ini:
[bookmark: _Toc207411260]Tabel V. 7 
Tanggapan Responden Tentang Produk Pelayanan
	No.
	Sub Indikator
	Skor

	1.
	Adanya petugas medis yang terampil dalam melayani pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai
	376

	2.
	Adanya kemudahan akses dalam pelayanan dan prosedur tertata dalam pengurusan pada Instalasi Gawat Darurat
	378

	3.
	Adanya tindakan medis sesuai standar keamanan yang diberikan pada Instalasi Gawat Darurat
	399

	Total Skor
	1.153


Sumber Data: Hasil penelitian dilapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.7 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden tentang Produk Pelayanan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub indikator, menunjukkan hasil sebagai berikut: sub indikator pertama, yaitu Adanya petugas medis yang terampil dalam melayani pasien di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai, memiliki jumlah skor sebesar 376, sub indikator kedua yaitu Adanya kemudahan akses dalam pelayanan dan prosedur tertata dalam pengurusan pada Instalasi Gawat Darurat memiliki jumlah skor sebesar 378 dan sub indikator ketiga, yaitu Adanya tindakan medis sesuai standar keamanan yang diberikan pada Instalasi Gawat Darurat, memiliki jumlah skor sebesar 399. Dengan demikian, total skor keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Produk Pelayanan adalah 1.153. 
Berdasarkan ketiga sub indikator maka diketahui Indikator Produk Pelayanan memperoleh total skor 1.153, hal ini dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:
			                     1.153

447	TB              795              CB                1.114	 B	    1431
	                                                                         80,57%

33,33%    TB              55,67%            CB          77,78%      		 B          100%     
Berdasarkan garis kontinum dapat dilihat secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Produk Pelayanan memperoleh total skor 1.153 termasuk pada kategori Baik (B) berada pada interval 1.114-1.431 dengan persentasi 80,57% Hal ini menunjukkan bahwa Produk Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai telah berjalan dengan baik dengan petugas medis yang terampil dalam melayani pasien, kemudahan akses dalam pelayanan dan prosedur tertata dalam pengurusan, dan tindakan medis sesuai standar keamanan yang diberikan.
5. Sarana dan Prasarana
Organisasi publik sebagai organisasi yang memberikan pelayanan merupakan suatu hal penting bagi kelancaran pelayanan, baik yang dibutuhkan pegawai dalam bekerja juga bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan, disampingnya kondisi sarana dan prasarana akan mencerminkan keseriusan organisasi publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, dengan demikian perencanaan dan pengusulan penambahan sarana dan prasarana untuk pelayanan diperlukan sesuai dengan tuntutan pelayanan.
Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai didalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, terdapat jenis pelayanan yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar yang ada, Selanjutnya untuk melihat sarana dan prasarana dalam standar pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai akan diteliti melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya tempat tidur yang memadai pada Instalasi Gawat Darurat.
Ketersediaan tempat tidur yang memadai di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai mencerminkan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, dan bermutu. Setiap tempat tidur tidak hanya menjadi titik awal pertolongan, tetapi juga ruang yang dirancang untuk memungkinkan intervensi medis segera dengan privasi yang terjaga. Petugas dapat dengan leluasa melakukan tindakan darurat seperti resusitasi, pemasangan infus, atau monitoring intensif tanpa terkendala keterbatasan sarana.
Keberadaan tempat tidur yang cukup berarti mengurangi waktu tunggu dan stres akibat antrean, terutama dalam situasi kritis di mana setiap detik menentukan keselamatan. Keluarga pasien juga merasakan ketenangan karena melihat fasilitas yang tertata rapi dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Secara keseluruhan, hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas rumah sakit dalam menangani kegawatdaruratan secara optimal.
b. Adanya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien pada Instalasi Gawat Darurat.
Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan untuk memperoleh pelayanan yang diharapkan, didalam penyiapan fasilitas tersebut perlu disesuaikan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, Fasilitas kesehatan yang sesuai kebutuhan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai menjadi tulang punggung pelayanan gawat darurat yang responsif dan manusiawi. Setiap sudut IGD dirancang untuk menjawab tuntutan kegawatan mulai dari alat monitor jantung yang siap sedia, ruang resusitasi yang steril, hingga peralatan bedah darurat yang tersusun rapi di titik strategis.
c. Adanya ketersediaan ambulance 24 jam yang mendukung pemberian pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat.
Pelaksanaan pelayanan yang mengacu pada standar pelayanan pada kelangsungannya diperlukan Ketersediaan ambulans 24 jam untuk Instalasi Gawat Darurat merupakan salah satu faktor penentu dalam rantai penyelamatan pasien kritis. Penelitian menunjukkan bahwa pertolongan pertama selama transportasi oleh tim medis terlatih bisa meningkatkan angka keselamatan, Untuk mendukung proses pelayanan pada Kantor Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai menyediakan fasilitas yang sesuai kebutuhan masyarakat sehingga pelaynanan yang diberikan berjalan secara efektif dan efesien. Selanjutnya untuk melihat sarana dan prasarana dalam pelaksanaan standar pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dapat dilihat tabel V.8 berikut ini:
[bookmark: _Toc207411261]	Tabel V. 8 
Tanggapan Responden tentang sarana dan prasarana	
	No.
	Sub indikator
	Skor

	1.
	Adanya tempat tidur yang memadai pada Instalasi Gawat Darurat
	310

	2.
	Adanya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien pada Instalasi Gawat Darurat.
	342

	3.
	Adanya ketersediaan ambulance 24 jam yang mendukung pemberian pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat
	386

	Total Skor
	1.038


Sumber Data: Hasil penelitian dilapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.8 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden tentang Sarana Dan Prasarana, yang terdiri dari 3 (tiga) sub indikator, menunjukkan hasil sebagai berikut: sub indikator pertama, yaitu Adanya tempat tidur yang memadai pada Instalasi Gawat Darurat, memiliki jumlah skor sebesar 310, sub indikator kedua yaitu Adanya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien pada Instalasi Gawat Darurat memiliki jumlah skor sebesar 342 dan sub indikator ketiga, yaitu Adanya ketersediaan ambulance 24 jam yang mendukung pemberian pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat, memiliki jumlah skor sebesar 386. Dengan demikian, total skor keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator prosedur pelayanan adalah 1.038. 
Berdasarkan ketiga sub indikator maka diketahui Indikator Sarana Dan Prasarana memperoleh total skor 1.038, untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini :
		                        1.038

477	TB                795              CB              1.114	  B	   1.431


	               72,53%

33,33%     TB             55,67%            CB           77,78%            B          100%     
Berdasarkan garis kontinum dapat dilihat secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Sarana Dan Prasarana memperoleh total skor 1.038 termasuk pada kategori Cukup Baik (CB) berada pada interval 795-1.114 dengan persentasi 72,53% Hal ini menunjukkan bahwa Sarana Dan Prasarana pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai telah berjalan dengan Cukup Baik dengan tempat tidur yang memadai, fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, dan ketersediaan ambulance 24 jam yang mendukung pemberian pelayanan.
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
[bookmark: _Hlk205754448]Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan adalah  kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki oleh tenaga pelayanan untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat , 
Selanjutnya dalam penelitian ini untuk melihat kompetensi petugas atau pegawai pemberi pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai akan diteliti melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kemampuan komunikasi petugas pelayanan Instalasi Gawat Darurat dalam proses pelayanan.
Terlaksanannya pelayanan sesuai dengan tujuan organisasi, kemampuan komunikasi petugas pelayanan sangat penting agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan petugas pemberi pelayanan dan juga tidak terjadi kekeliruan, petugas yang mahir berkomunikasi menciptakan ruang komunikasi yang baik bagi pasien dan keluarga dengan senyuman tulus, sapaan ramah, dan kesediaan mendengar keluhan, petugas memahami bahwa komunikasi bukan sekadar transfer informasi, tapi cara untuk membuat pasien merasa dihargai.
b. Adanya kemampuan teknis petugas pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dengan bidang tugasnya.
Pegawai yang mampu di dalam melakukan proses pelayanan yang bersifat teknis tersebut perlu dipersiapkan organisasi publik, dimana pendidikan formal sangat dibutuhkan dalam hal ini, upaya meningkatkan kompetensi pegawai bekerja dapat dilakukan organsasi melalui pemberian diklat kepada pegawai yang berkaitan dengan bidang kerja, sebab kompetensi di dalam keberhasilan pelayanan berkaitan dengan kemampuan melaksanakan standar waktu pelayanan dengan arti kata keterlibatan proses pengajuan permohonan berakibatkan keterlambatan dalam menghasilkan pelayanan.
Latar belakang pendidikan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus sesuai ditempatkan pada bidang kerjanya agar pelayanan yang diberikan tidak terjadi kesalahan dimana pegawai tidak menguasai bidang kerjanya, sebab apabila terjadi kesalahan akan berakibat pada pelayanan yang diterima masyarakat.
c. Adanya petugas Instalasi Gawat Darurat yang tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pasien
Kemampuan dan keterampilan pegawai dalam pelayanan sebagai suatu bentuk kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan bukan saja bersifat teknis fungsional saja, akan tetapi juga akan terlihat dari tingkat kesalahan dalam proses pemberian pelayanan yang diterima masyarakat, Salah satu bentuk kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlihat dari ketanggapan pegawai melalui komunikasi yang baik akan memudahkan dalam pekerjaan pelayanan, dengan demikian penggunaan bahasa dalam komunikasi menjadi suatu keterampilan yang perlu dimiliki pegawai dalam melayani masyarakat. Terutama pada waktu pelayanan administrasi sebagai persyaratan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan melalui komunikasi pegawai pada saat memberikan pelayanan dapat menjadi alat bantu untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang didambakan masyarakat.
Selanjutnya untuk lebih jelas kompetensi petugas pemberi pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dapat dilihat tabel V.9 berikut ini:


[bookmark: _Toc207411262]Tabel V. 9 
Tanggapan Responden Tentang Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
	No.
	Sub Indikator
	Skor 

	1.
	Adanya kemampuan komunikasi petugas pelayanan Instalasi Gawat Darurat dalam proses pelayanan.
	363

	2.
	Adanya kemampuan teknis petugas pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dengan bidang tugasnya.
	360

	3.
	Adanya petugas Instalasi Gawat Darurat yang tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pasien.
	351

	Total Skor
	1.074


Sumber Data: Hasil penelitian dilapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.9 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden tentang Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub indikator, menunjukkan hasil sebagai berikut: sub indikator pertama, yaitu Adanya kemampuan komunikasi petugas pelayanan Instalasi Gawat Darurat dalam proses pelayanan., memiliki jumlah skor sebesar 363, sub indikator kedua yaitu Adanya kemampuan teknis petugas pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dengan bidang tugasnya. memiliki jumlah skor sebesar 360 dan sub indikator ketiga, yaitu Adanya petugas Instalasi Gawat Darurat yang tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pasien., memiliki jumlah skor sebesar 351. Dengan demikian, total skor keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan adalah 1.074.
 Berdasarkan ketiga sub indikator maka diketahui Indikator Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan memperoleh total skor 1.074, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini :
				 1.074	                              

477	TB               795              CB               1.114	   B	   1.431
75,05%

33,33%    TB              55,67%            CB           77,78%            B         100%   
Berdasarkan garis kontinum dapat dilihat secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan memperoleh total skor 1.074 termasuk pada kategori Cukup Baik (CB) berada pada interval 795-1.114 dengan persentasi 75,05% Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai telah berjalan dengan Cukup Baik dengan kemampuan komunikasi petugas pelayanan, kemampuan teknis petugas pelayanan, dan petugas Instalasi Gawat Darurat yang tanggap terhadap keluhan yang disampaikan.  
Berdasarkan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai yang diteliti melalui 6 (Enam) Indikator dengan 18 (Delapan Belas) Sub Indikator penelitian secara keseluruhan dapat dilihat dari rekapitulasi Standar Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai berikut ini:

[bookmark: _Toc207411263]Tabel V. 10 
Rekapitulasi Standar Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai
	No.
	Indikator
	Skor

	1.
	Prosedur Pelayanan
	1.134

	2.
	Waktu Penyelesaian
	1.047

	3.
	Biaya Pelayanan
	1.195

	4.
	Produk Pelayanan
	1.153

	5.
	Sarana dan Prasarana
	1.038

	6.
	Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 
	1.074

	Total Skor
	6.641


Sumber Data: Hasil penelitian dilapangan Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden di atas, dapat disimpulkan Standar Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dapat dilihat melalui 6 (Enam) indikator Standar Pelayanan seperti Prosedur Pelayanan diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.134, Waktu Penyelesaian diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.047, Biaya Pelayanan diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.195,  Produk Pelayanan diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.153, Sarana dan Prasarana diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.038, Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan  diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 1.074. Maka total keseluruhannya sebanyak 6.641 dari jumlah responden 159 . Hal ini dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:
				   6.641                   

2.862	TB              4.770             CB             6.678	  B	     8.586

	77,34%	   

33,33%     TB           55,58%            CB            77,80%            B          100%     
Berdasarkan kontinum diatas diperoleh nilai dengan total skor 6.641 (77,34%) termasuk pada kategori cukup baik berada pada interval 4.770-6.678 dengan persentase 77,34%, sehingga disimpulkan standar pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dapat dikategorikan Cukup Baik.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai
Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Standar Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai, ditemukan adanya faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan Standar Pelayanan tersebut. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung 
Adapun faktor pendukung pelaksanaan standar pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai didalam penerapan standar pelayanan antara lain:
a. Terdapat prosedur pelayanan dalam standar pelayanan Publik pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai. 
Hal ini terbukti dimana dalam memberikan pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai Adanya prosedur pelayanan yang dipahami oleh petugas atau pasien yang berurusan pada Instalasi Gawat Darurat  RSUD Kota Dumai , Adanya prosedur yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak ini membuat proses pelayanan menjadi lebih lancar, teratur, dan cepat. Pasien tahu apa yang harus dilakukan dan langkah-langkahnya, sementara petugas juga dapat bekerja lebih efisien karena sudah ada alur yang pasti. Hal ini pada akhirnya membantu mengurangi kebingungan dan menciptakan pelayanan yang lebih baik untuk semua orang.
b. Terdapat biaya pelayanan dalam standar pelayanan Publik pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai.
Hal ini terbukti dimana dalam memberikan pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai Adanya pemberian bukti pembayaran atas biaya yang sudah dikeluarkan pada Instalasi Gawat Darurat, Hal ini memberikan kejelasan dan keamanan bagi pasien, sehingga mereka dapat fokus pada proses penyembuhan tanpa khawatir akan biaya yang tidak jelas, dan ini merupakan wujud dari prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik, di mana masyarakat berhak mengetahui untuk apa biaya mereka digunakan
c. Terdapat produk pelayanan dalam standar pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai.
Hal ini terbukti dari Adanya tindakan medis sesuai standar keamanan yang diberikan pada Instalasi Gawat Darurat, Penerapan standar keamanan ini memastikan bahwa setiap tindakan medis tidak hanya bertujuan untuk kesembuhan, tetapi juga meminimalkan risiko cedera atau bahaya lainnya bagi pasienTindakan medis yang sesuai standar keamanan ini bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik bagi pasien, sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan 
2. Faktor Penghambat 
Adapun faktor penghambat pelaksanaan standar pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dalam penerapan standar pelayanan antara lain:
a. Masih kurangnya waktu penyelesaian dalam Standar Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai. 
Hal ini terbukti kurang adanya kemampuan petugas pada instalasi gawat darurat dalam melayani pasien sesuai dengan standar, Akibatnya waktu tunggu pasien menjadi lebih panjang dan proses penanganan menjadi kurang optimal. Hal ini dapat berpotensi meningkatkan risiko komplikasi medis dan menurunkan kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala, dan evaluasi kinerja secara rutin guna memastikan kesesuaian dengan standar pelayanan yang berlaku.
b. Masih kurang sesuainya sarana & prasarana Standar Pelayanan Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai. 
Hal ini dapat dilihat dari kurangnya tempat tidur yang memadai pada instalasi gawat darurat, Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan dalam penempatan pasien, sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan antrian dan penurunan kualitas pelayanan, Ketersediaan tempat tidur yang tidak memadai juga dapat memperlambat proses perawatan, meningkatkan risiko penularan infeksi, dan mengurangi kenyamanan bagi pasien maupun tenaga medis. Hal ini mencerminkan belum optimalnya pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
c. Masih Kurangnya Kompetensi Petugas Pemberi Standar Pelayanan Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai 
Hal ini dapat dilihat dari kurang Adanya petugas Instalasi Gawat Darurat yang tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pasien, Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan petugas dalam merespons kebutuhan pasien masih perlu ditingkatkan, Kurangnya ketanggapan petugas dapat menyebabkan penanganan pasien menjadi tertunda, sehingga berpotensi memperburuk kondisi kesehatan pasien. 


BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang Analisis Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai dapat dikategorikan Cukup Baik, kenyataan ini terbukti dari penelitian yang penulis lakukan terhadap 6 (Enam) indikator yaitu: Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, Kenyataan ini terbukti dari penelitian dimana dari 159 Responden diperoleh skor secara keseluruhan 6.641 dengan presentase 74,34% berada pada kategori Cukup Baik berada pada rentang skor 4.770-6.678.
2. Faktor pendukung di dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai adalah adanya prosedur pelayanan yang jelas dan dipahami oleh petugas maupun pasien sehingga proses pelayanan berjalan lancar, adanya kejelasan biaya pelayanan beserta bukti pembayaran yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta adanya tindakan medis sesuai dengan standar keamanan yang memastikan keselamatan dan kenyamanan pasien. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan standar pelayanan publik adalah masih terbatasnya waktu penyelesaian pelayanan akibat keterbatasan kemampuan petugas dalam melayani pasien sesuai standar, kurangnya sarana dan prasarana terutama jumlah tempat tidur yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan pasien, serta masih adanya keterbatasan kompetensi petugas dalam merespons keluhan pasien secara cepat dan tepat.
B. Saran
Berdasarkan faktor penghambat, saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:
1. Disarankan kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai untuk masalah sarana prasarana terutama pada tempat tidur pasien, prioritas utama adalah penambahan dan peremajaan tempat tidur agar kapasitas layanan IGD dapat ditingkatkan dan pasien mendapatkan perawatan yang lebih optimal. Langkah ini penting untuk mengurangi antrean, memenuhi standar keselamatan pasien, serta meningkatkan kenyamanan bagi pasien maupun petugas medis dalam memberikan pertolongan gawat darurat.
1. Disarankan kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai untuk memberikan jaminan waktu penyelesaian tindakan medis maupun non medis dalam pelayanan yang akan diberikan kepada pasien agar masyarakat paham berapa lama proses pelayanan yang akan diberikan.
1. Disarankan kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Suhatman, Mars Kota Dumai untuk masalah kompetensi petugas, prioritas utama adalah menyelenggarakan program pelatihan responsivitas dan komunikasi pasien secara intensif. Langkah ini penting untuk memastikan setiap keluhan pasien ditanggapi dengan cepat, tepat, dan empatik, sehingga mengurangi risiko keterlambatan penanganan, meningkatkan keselamatan pasien, serta membangun citra pelayanan yang manusiawi dan terpercaya di Instalasi Gawat Darurat.
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